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Menirnbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 7
Tahun }ALg tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan
Sosial Kabupaten Halmahera Barat Yang Elersumber Dari Anggaran
Pendapatal dan Belanja Daeratt, yaJrg mengarnanatkan bahwa
Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang
untr.lk pengelolaarl Dana Hibah dan Bantuan Sosial dimaksud;

b.bakrwa h,erdesqrka& pereiaoh,aeee& e€h,agaluaaee diuaeksud hucuf a,
pedu uenetapkan Kryutusan Bupati tentang Penuqiuken Pejabat
Yang Diberi Pelimpahan Wewenang Pengelolaag Dana Hibah dan
Bsrtusr Sssia[ llcBada l{spa$a Eads1 ?g.gtgelsl3gL KEssrysr das
Aset Daerah Kabupafien Hatrrna,fiera Barat Takrun Arrggara* 2{JL7;

Mengrngat : 1. Undang:undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-undang Nosor 23 Darurat thhun 1957 tentang
Pembentukan Daeratr-daeratr Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah SwatantraTingkat I Maluku me4iadi Undang=undang;

2" Undang:undang Nomor 1 Tahun 2OO3 terrtang Pembeottrkan
Kabupaten HaXmahera Utara, Kabtlpaterr Halmahera Selata6,

Kabupaten Kepulauan Sula" Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan
tr(abupatm Haftnahera Utara, I(abupaten Halmatrera Selatan,
Kabupaten Kepulauan SuLa, Kabupaten Halmahera ?irmur dan Kota
Tidore Kqrulauan di Provinsi Mallrku Utara;

4. Undalg-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Unilaflg:-undang N6m6f 33 Tehlrrl 2AA4 terlffirlg Peffunhangen

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7" Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil
Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 ?ahun 2A14 terrtang Pemerintah.an
Daerah;

9. Peraturas Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

lO- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahurr 2OOS tentang Pengelotaan
Keuangan Daerah;

11.Pefat1if6fl Menfefl Dalarn Negefi Nornof 13 Tahufi 2006 tcflffing
Pedoman Pengelolaal Keuasgan Daerah Sebagaimana Telatr Diubah
Dengan Peraturan Menteri Datram Negeri Nomor 59 Tahun 2AO7;

12. Perafirran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahr:n 2OLL tentaqb
Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
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13. Peraturan Daerah Kabupaterr Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

14. Peraturan Daeratr Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OL7;

15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 24rc tentang
Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Banhran Sosial;

MEMUTUSKAN:

Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Pengelolaan Dana
Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2OL7;
Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
terdiri dari :

1. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (pasal
15 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2OL3
tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial);

2. Membuat Surat Keputusan tentang Tanda Daftar Penerima
Hibah (pasat 16 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan
Bantuan Sosial);

3. Menandatangani Pacta Bantuan Sosial (pasal 22 Peraturan
Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pedoman
Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial);

Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud
Diktum Kedua, bertanggungiawab penuh terhadap aspek biaya,
aspek teknis, aspek legalitas, dan aspek administratif dengan
berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Keputusan irri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : ] lautoa^e'
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Tem.bg,ean dlg,aJ,',],,,aikofl kerrada Ytht
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di SoIiIi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Nerwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
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